'WALIKOTA SINGKAWANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT -

PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG .
NOMOR 46 TAHUN 2016 o

TENTAN G

SISTEM INF ORMASI MANAJEMEN PELAPORAN DATA TRANSAKSI

* " Menimbang :

Men'gingaf

1.

"WAJIB PAJAK SECARA ON-LINE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SINGKAWAN G

a. bahwa dalam rangka’pelaksanaé.n pembayaran pajak yang."

dibayar sendiri oleh’ Wajib Pajak (self assessment) untuk
PaJak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan - Pajak

' Parklr sebagaimana d:atur dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a,

huruf b, dan huruf g Peraturan Pemerintah Nomor 91
Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dlpungut
Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar .

. Sendiri oleh Wajib Pajak, perlu dﬂakukan pengawasan.' L
terhadap kegiatan transgkm usaha Wapb pajak;’

bahwa pengawasan sebagaimana dimaksud pada huruf a
dilaksanakan melalui sistem - informasi manajemen
pelaporan data transaksi usaha wajib pajak secara on-line;

" bahwa berdasarkahiperﬁmbangan.s.ebagaimana dimaksud-. .

pada huruf a, dan hunif b, perlu membéntuk Peraturan )
Walikota tentang Sistem Informasi Manajemen Pelaporan B

_ Data Transak31 Wajib Pajak Secara On-lme;

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan' '
Umum dan Tata Cara. Perpagakan (Lembaran Negara
Repubhk Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan '
Lembaran Negara Republik - Indonesia . Nomor 3262)‘

" sebagaimana telah diubah beberapak_ah terakhir dg_ngan
'Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentarig Perubahan

Ketiga atas Undang—Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang _

S .Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
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http://jdihn.bphn.go.id/detail/3308/KETENTUAN-UMUM-DAN-TATA-CARA-PERPAJAKAN/83uu006.pdf

Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat

" atas Undang—Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang

Ketentuan Umum da.n ‘Tata Cara“ Perpa_]akan men_}adl

Undang-Undang * (Lembaran Negara Repubhk Indonesia K
Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara
' Repubhk Indonesia Nomor 4999),

. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penag1han -
-Pajak ‘dengan Surat Paksa (Lembaran Negara ‘Republik

Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia quox_' 3686) sebaga:mana'telah

‘diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun- 2000
' tentang Perubahan atas Undagg-lindang Nomor 19 Tahun

1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor
129, Tam'bahan Lembaran Negara Republik Indonesxa

" Nomor 3987),

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadﬂan' o
Pa_]ak (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2002

- Nomor 27, Tambahan Lembaran . Negara Repubhk_

Indonesia Nomor 4189),

Undang-Undang ‘Nomor.. 1 ‘Tahun 2004 . ténta’ng

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lcmbaran ‘

- Negara Republik Indonesxa Nomor 4355),

Undang-Undang Nomor 33 Tahun - 2004 tentang .-
.Penmbangan Keuangan antara Pemenntah Pusat dan
' Pemermtah Daerah (Lembaran Negara Repubhk Indonesia . 4
' Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara'

Nomor 4438);

'Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Vtentang Pajak"
" Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 5
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http://jdihn.bphn.go.id/detail/5917/PENAGIHAN-PAJAK-DENGAN-SURAT-PAKSA/97uu019.doc
http://jdihn.bphn.go.id/detail/15/PENGADILAN-PAJAK/02uu014.pdf
http://jdihn.bphn.go.id/detail/57/PERBENDAHARAAN-NEGARA/04uu001.pdf
http://jdihn.bphn.go.id/detail/1815/PERIMBANGAN-KEUANGAN-ANTARA-PEMERINTAH-PUSAT-DAN-PEMERINTAHAN-DAERAH/04uu033.doc
http://jdihn.bphn.go.id/detail/2142/PAJAK-DAERAH-DAN-RETRIBUSI-DAERAH/09uu028.pdf

. 'Undang-Undang Nombr 23 Tahun 2014 tentang
‘Pemerintahan - Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapakah terakhir dengan Undang—Undang"

. Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun -2014 tentang
Pemerintahan - Daerah (Lembaran Negara‘ -Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran

10.

11.
- tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan _ Daerah =
sebagalmana telah dmbah beberapakah terakhn‘ dengan

Negara Republik Indonesia Nomor 5679),

Peraturan Pemenntah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata

" Cara Pensutaan Da]am Rangka Penaglhan Pajak dengan :

Surat Paksa (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun -

- 2000 Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara Repubhk_ :
"Indonesxa Nomor 4049), :

' Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran» Negara chubhk

' Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 457 8),

Peraturan Pemenntah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis

‘pajak Daerah yang Dlpungut Berdasarkan Penetapan

Kepala Daerah atau Dibayar- Sendiri oleh Wapb Pajak

(Leﬁibaran Negara Republik Indoﬁesia Tahun 2010 Nomor - |
‘153, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia
Nomor 5179), o :

Peraturan Menten Dalam Negeri Nomor 13 Tahun. 2006 -

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kgduaf Atas Peraturan M_er_lteri Dalam

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang - Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah (Benta Negara Republik

| Indonesm Tahun 2011 Nomor 310), :
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http://jdihn.bphn.go.id/detail/16934/PEMERINTAHAN-DAERAH/14uu023.pdf
http://jdihn.bphn.go.id/detail/7997/TATA-CARA-PENYITAAN-DALAM-RANGKA-PENAGIHAN-PAJAK--DENGAN-SURAT-PAKSA--/00pp135.doc
http://jdihn.bphn.go.id/detail/2224/PENGELOLAAN-KEUANGAN-DAERAH/05pp058b.pdf
http://jdihn.bphn.go.id/detail/12475/JENIS-PAJAK-DAERAH-YANG-DIPUNGUT-BERDASARKAN-PENETAPAN-KEPALA-DAERAH-ATAU-DIBAYAR-SENDIRI-OLEH-WAJIB-PAJAK/10pp091.doc

12. Peratumn Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-.

S Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kota Smgkawang Tahun 2008 Nomor. 2, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Smgkawang Nomor 11),

13. Peratux_'an Dagrah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pajak
Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2011
Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Smgkawang

_ Nomor 23); '

14. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang |
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
" Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Smgkawang Nomor 51); ' '

MEMUTUSKAN

.‘Menetap'kan PERATURAN 'WALIKOTA TENTANG SISTEM INFORMASI
' ' MANAJEMEN PELAPORAN DATA TRANSAKSI WAJIB PAJAK._ .

' SECARAONLHVE
. BABI
. KETENTUAN UMUM
' Pasal 1

Dalam Peraturan Wa]ikota ini yang dimaksud dengan

1.
2.

Daerah adalah Kota Smgkawang '

Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagal unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan |
yang menjadi kewenangan Daerah otonom. - - S '
Walikota adalah Walikota Singkawang. . ‘ .
Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kbntn’bn'si wajib

| kepada Daerah y_ang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat
. memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak - mendapatkan

imbalan langsung, yang dlgunakan untuk keperluan Daerah bagl sebesar—-'

besarnya kemakmuran rakyat. _

Satuan Kerja Perangkat Daerah’ yang selan_]umya d1smgkat SKPD adalah
orgamsasx perangkat . Daerah yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi
pemungutan pajak Daerah ' -

JDIH Kota Singkawang


http://jdih.singkawangkota.go.id/files/PERDA_2008_2.pdf
http://jdih.singkawangkota.go.id/files/PERDA_2010_11.pdf
http://jdih.singkawangkota.go.id/files/Perda_2016_3.pdf

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak,
pemotong pajak, - dan pemungut pajak, yang mempunyax hak dan’

- kewajiban perpajakan sesuai dengan - ketentuan peraturan pcrundang-. .
- undangan perpajakan Daerah. |

Badan ada]ah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan

'kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang udak melakukan

usaha, yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanther, perseroan
lamnya, badan usaha milik negara (BUMN) atau badan usaha milik daerah
(BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, ﬁrma kongsx, koperasi,
dana pensmn, persekutuan, perkumpulan yayasan, organisasi massa,

orgamsa31 sosial pohtxk atau -organisasi lainnya, Iembaga, dan bentuk o

. badan lainnya termasuk kontrak mvestasx dan bentuk usaha tetap

' 10.
1L

12.

Pajak Hotel adalah pa_]ak atas pelayanan yang dlsedlakan oleh hotel
Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang dlsedlakan oleh restoran
Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. . ,
Pajak Parkir. adalah pajak atas penyelenggaraan tempat park1r di Juar
badan Ja]an, baik . yang. disediakan sebaga1 suatu usaha, 'termasuk
penyedlaan tempat penitipan kendaraan bermotor. - ' ’
Surat Pembentahuan Pajak Daerah yang selanjutnya dxsmgkat SPtPD -
adalah surat yang oleh Wa_]ib pajak d1gunakan untuk . melaporkan

. penghltungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan
~ objek pajak, dan/atau haita dan kewa_uban sesuai dengan ketentuan .

- peraturan pemndang—undangan perpajakan Daerah.

13.

14.
15.

- 16.

Pembayaran adalah _;umlah uang yang. seharusnya dxtenma oleh orang
pribadi atan badan atas lmbalan jasa yang dlsedlakannya, secara tunal, _
dan/atau dengan cek dan sejenisnya. ‘
Penyetoran adalah penyetoran pembayaran pajak oleh Wa_]lb pajak. .

Slstem mformas1 manajemen pelaporan data transaksi usaha wajib pajak
secara on-line adalah sistem pelaporan data transaksi usaha wajib pajak
melalui perangkat teknolog1 informasi berpa sambungan Iangsung antar

- sistem informasi data transaksiusaha Wa_ub pa_]ak dengan sistem informasi

SKPD secara terintegrasi melalui j Janngan komumkam data.
Sistem Informasi SKPD adalah perangkat dan sistem mformam pa_;ak

Daerah dalam bentuk apapun yang dapat. menghubungkan secara

| langsung dengan perangkat dan s1stem informasi data transakm usaha

| dalam bentuk apapun yang d1m1hk1 oleh wa_]lb pajak.

JDIH Kota Singkawang



17. Data transaksi usaha selan_;umya disebut data - h'ansakm pembayaran_

18.

19.

(1

@

- pengawasan penyetorannya. =

adalah keterangan dan/atau dokumen transaksi yang. berkmtan dengan
pembayaran pajak Daerah yang menJad1 dasar pengenaan paJak yang 5
dilakukan oleh subjek pajak kepada wajib pajak. S .
On-lme adalah sambungan langsung antara subsxtem satu dengan
subsmtem Iamnya secara terintegrasi melalui medxa internet.

Pemungutan pa_]ak adalah suatu rangkman kegiatan mu]m dari

penghimpunan data obJek dan subjek pajak, penentuan besamya. pajak

terutang sampai kegzatan penaglhan pajak kepada wa_]ib pa_]ak, serl:a'

BABI
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasa12 '

Maksud dibentulmya Peraturan Wahkota ini untuk menmgkatkan
pelayanan kepada -wajib pa_yak dengan menerapkan sastem mformas1

'mana_]emen pelaporan data transaksi usaha wajib pajak secara on-lme.

Tujuan dibentuknya Peraturan Walikota ini untuk:

| a. meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak; -

b. mempermudah wajib pajak dalam: menghltung besamya paJak yang
' harus dibayar; . |
c. meningkatkan efisiensi dalam pemungutan pajak; -

'd. mempercepat pelaporan data. penenmaan pembayaran sub_]ek pajak'
e meningkatkan transparansx dan .akurasi data penenmaan

-pembayaran subjek paJak; dan

. memngkatkan pengawasan atas pelaporan wa_nb pajak

_ BAB III
SISTEM INFORMASI MANAJEMEN TRANSAKSI USAHA
WAJIB PAJAK SECARA ON- ,
) Bagian Kesatu
Umum . "

.Pasa13

(1) Dalam rangka mencapa1 tujuan sebagannana dlmaksud dalam Pasal 2ayat

- {2) dilaksanakan dengan menerapkan sistem manajemen transaks1 usaha

. wa_ub pajak secara on-line.

2) Wapb pajak sebaga:mana dimaksud pada ayat (1) meliputi wajib pajak

hotel, wajib paJak restoran, wajib pajak hiburan, dan wajib pa_]ak parku‘

JDIH Kota Smgkawang )



Bagxan Kedua
sttem Transaksi Usaha Wa_]ib PaJak

Pasa14 ‘

1) SKPD - dapat melakukan pemasangan sistem: - on-line dengan
- menghubungkan perangkat dan sisfem informasi pajak Daerah yang
 dimiliki SKPD dengan perangkat dan sistem transaksi usaha yang dnmhkl :
wajib pajak. :
' (2} Sistem transaksx usaha wa_]lb pajak sebagalmana dimaksud pada ayat (1)
adalah perangkat dan sistem informasi apapun yang digunakan oleh wajib
pajak untuk xhencatat/ merekam/ mer'xginpﬁt setiap tranéaksi pembayaran

' atau pelayanan hotel, pelayanan restoran, penyelenggaraan hiburan serta

penyelenggaraan parkir dari subjek pajak.

‘Bagian Ketlga '
Data 'h*ansaksx On-hne '

PasalS

(1) S1stem h'ansakm usaha secara on—lme mehpuu data pembayaran atas*
a.. pajak ‘Thotel meliputi:

S T o

7.
8.
9.

kamar dan ruang pertemuan / banquet;
Jasa pencucian (laundry); '

- telepon, faximile, internet; .

- .service charge'

n‘ansportam yang dikelola hotel atau yang dlkexjasamakan hotel

dengan pihak lain;

fasilitas olahraga untuk tamu hotel dan bukan tamu hotel
fasﬂltas hiburan untuk tamu hotel dan bukan tamu hotel;
persewaan ruangan yang dlmih‘kl atau. dxkelola hotel; dan’

~ 10. makanan dan minuman.
b. ‘pajak restoran meliputi:

1.
2.
3.
4,

penjualan makanan dan/atau mmuman, .

. service charge;
. momcharge'dan

minimum charge/. ﬁrst drink charge

C. pajak hiburan mehputr

1.
2.

roam charge' . : _ . ‘ _
harga tanda . masuk/karcis/tiket masuk/koin/minimum .

_ charye/ cover cM@e/ first drink charge, dan sejenisnya;

JDIH Kota Smgkawang T



@

. 3. membership/kartu anggota dan sejeniSnya, .
. 4. makanan dan mmuman {food and beverages), dan -
5. service change ' :

d. . pajak parkir mehputr

1. tiket masuk pada pintu masuk/keluar' S
2. karcis berlangganan (member), dan
3. persewaan pengelolaan tempat parlnr

: €. Dam transaksi lainnya yang berkaltan dengan pembayaran pa_]ak_ ‘

hotel pajak restoran, pajak hibuxan dan pajak parkir. - -
Data ‘transaksi pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bers:fat

. ‘rahasia dan hanya dapat diketahui oleh pejabat, wa_]lb pa_;ak yang

bersangkumn dan pejabat berwenang sesua1 ketentuan peratumn

| , perundang—undangan.

3

(4)

Data transaksi pembayaran hanya’ dlgunakan untuk keperluan SKPD

‘dalam hal perpajakan daerah

Data sistem transaksi secara on-line sebagaunana dxmaksud pada ayat (1) - |

‘dapat dilakukan penyesuaian apabila terdapat perubahan, atau.
'perkembangan data transaksi usaha yang menjadl objek dasar

perhltungan pa_]ak yang temtang atau penambahan Jems pajak sesuai

- kemampuan SKPD

©)

W

(2) -

@3

"Perubahan data sxstem transaks1 secara on-lzne hanya dapat dﬂakukan N

atas persemjuan SKPD. _
Bégian Keempat ,
' ‘APc_xiAlasanga'x‘l Jaringan; Perangkat dan Sistem Informasi
| | Pasal 6
Sebelum dﬂakukan pemasangan jaringan, perangkat dan sxstem mformas.l -

SKPD melakukan survey terhadap speszﬁkam perangkat dan _sistem
informasi transaks1 pembayaran milik wa_u”b pajak yang dﬂaporkan secara '

' on—hne

SKPD dapat menyedxakan perangkat dan sue.tem bag1 Wajib pajak yang :
belum memiliki perangkat secara online. :

- Terhadap wajib pa_}ak yang memilikl perangkat dan. sistem mformasx,
. transaksx usaha secara terpusat, maka pelaksanaan pelaporan secara on-

~ line dilakukan pada perangkat dan sistem informasi yang ada di - |

tempat/ outlet di daerah

. JDIH Kota Si_nQKaWang- -



(4) Apabila perangkat dan s1stem informasi transaksn usaha yang dimiliki

- wajib pajak tidak dapat dihubungkan dengan perangkat dan sistem
mformgsx pajak daérah yang dimiliki SKPD, yang disebabkan tidak atau . -

belum terdapatnya infrastruktur jaringan atau oleh sebab lain, malka SKPD .
dapat menempatkan / menghubungkan perangkat atau sistem mformas1 |
dalam bentuk lamnya sampai dapat terlaksana snstem pelaporan secara on-

- Bagian Kehma

Penambahan / pengurangan, Penghentlan dan Pencabutan Sistem. Informam

(1)

(2)

@

@

(1)

Mana_]emen Pelaporan Secara On-line

Pasal 7

'Wa_ub pajak yang telah menerapkan sxstem pelaporan secara on—lzne, dapat

mengajukan pexmohonan secara tertuhs kepada kepala SKPD untuk
menambahkan data,’ mengurangi perangkat, dan sistem mfoma31 .

transaksi pembayaran secara on-line.

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dxajukan sekurang-
kurangnya 2’ (dua) bulan sebelum penambahan atau .pengurangan
perangkat dan sistem data tansaksx pembayaran dloperasﬂcan oleh wajib |
paj il . . _ .' :
Berdasarkan permohonan Wa_]lb pajak sebagalmana dimaksud pada ayat
(2), SKFD dapat memberikan persetujuan, dengan ketentuan:

a. tersedianya perangkat dan snstem dalam tahun berkenaan,

‘b, apabila tidak tersedia perangkat dan sistem dalam tahun berkenaan,

maka SKPD dapat melaksanakan sistem pelaporan ‘secara on-line
melalm perangkat dan sistem yang telah terpasang sebelumnya ta.npa .
membebam anggarang APBD; dan. - - ‘

c. melakukan pemeriksanaan terlebih dahulu- terhadap perangkat dan :
- sistem yang dimohonkan pengurangan perangkat dan sistem.

| Pembenan persetujuan penambahan atau pengurangan perangkat danv

sistem ., sebagmmana dimaksud pada ayat . (3), diberikan apabi]a'

"berdasarkan hasil evaluasi pengawasan informasi data transaksi -
' pembayamn wajib pa_]ak telah memenuhi ketentuan peraturan perundang—
" undangan.

- Pasal 8 , :
Wa_]lb pajak dapat mengajukan permohonan secara tettuhs penghentxan |
penggunaan sistem pelaporan secara on-line kepada SKPD apablla.
a. berhentl/ dihentikan usahanya, atau ‘ '

JDIH Kota-Singkawang



@)

@)

@

(5)

(&)

@

(&)

@

' ketlga.

b. pengalihan pengelolaah usaha.
Permohonan penghentxan penggunaan sistem pe]aporan secara on.lme -
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) d1ajukan selambat-lambatnya 2 (dua) |
bulan sebelum usaha wajib pajak dihentikan atau dialihkan.

Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila
penghentian usaha Wajlb pajak disebabkan foroe ma_]eure

Perangkat dan sistem yang diberhentlkan dapat dzahhkan oleh SKPD :
kepada wajib pajak lain. :

" Dalam hal pengahhan pengelolaan usaha sebagannana dimaksud pada‘
" ayat (1) huruf b, yang tidak mengubah atau mengganti perangkat transaksx_

pembayaran pa_;ak daerah sebelumnya, maka perangkat dan sistem tetap

' dapat terpasaang berdasarkan surat pembentahuan tezjadmya penga.lihan _-
pengelo]aan usaha ’ - : :

Pasal 9
Wajib pajak hotel, wajib pajak restoran, wa_]ib pa_]ak hxburan, dan wajib

‘pajak parkir wajib melaporkan dan menyampaikan data transakm
-usahanya kepada SKFD. ' :

Data transaksi usaha sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) berupa o )
informasi, data, bon pen_]ualan {bill bond), invoice, struck, karcxs/ﬁket/ -
tanda masuk, atau member/karm anggota/kartu berlangganan, ‘dan

‘Bentuk lamnya yang sejenis sebagai bukti penibayaran atas pelayanan di

hotel, pe]ayanan di- restoran, penyelenggaraan. hiburan, dan’

. penyelenggaraan tempat parklr

Kewajiban melaporkan dan menyampaikan data transaksi usaha
sebagalmana dimaksud pada ayat (1) dengan berlakunya Peraturan

Walikota ini dﬂaksanakan secara on-lme
Untuk melaksanakan: sistem pelaporan secara on—lme sebagalmana
dimaksud pada ayat (3), SKPD dapat melakukan kexjasama dengan plhak |

Pasal 10

Penetapan wajib pajak daerah yang menggunakan sxstem u‘ansaksx secara on- .
line dilakukan oleh SKPD berdasarkan hasil observa51 lapangan

BAB V | o
- PENGECUALIAN PEMASANGAN SISTEM ON-LINE
Pasal 11

| ~D1kecua1ikan dari kewajlban pemasangan sistem mformas1 manajemen
' pelaporan data transaksi wajib pajak secara on-line, adalah: '

JDIH Kota Singkawang



wajib pa_]ak yang nilal penjualannya hdak melebihx Rp 2. 000 000,00 (dua
juta ruplah) perbulan ‘ "

.- wajib pajak yang menjalankan usahanya kurang dari satu mhun dan/ atau

wajib pajak yang mengalami kondisi keadaan memaksa (force mcyeure)

Pasa112

Keadaan memaksa (force ma_]eure) sebagaimana dxmaksud dalam Pasal 8 ayat
(3) ada]ah keadaan yang terjadi di Iuar kemampuan manusia - yang

‘ menyebabka.n tidak dapat dilaksanakannya mstem informasi manajemn data

: ﬁ'ansakm usaha wa_]ib pa_]a.k secara online.

~ BABVI
HAK DAN KEWAJIBAN

Bagxan Kesatu:
Hak Waij Pajak:

Pasal 13

, Wa_ub pa_]ak atau penanggung pajak berhak. untuk.

a. .
" pajak sesuax dengan ketentuan peraturan perundang—undangan d1 bidang

menerima jaminan kerahasxaan atas setlap data transakm usaha wajib-

perpajakan daerah
memperoleh dispensasi berupa pembebasan dan kewajlban melampn-kan

' data/dokumen tzansaksn usaha wajib pa_]ak pada waktu penyampalan
- SPtPD; .

memperoleh dlspensa& berupa pembebasan dari kewajlban melegahsam
bon penjualan (bill), uket/tanda masuk/karms, dan bentuk Iamnya
sebagaimana diatur dalam ketentuan daerah _ i

memperoleh mformas1 dan kewajiban perpajakan daerah yang seharusnya |
dibayar dari setiap transaksi pembayaran yang terka;lt dengan dasar .

' 'pengenaan pajak daerah;

mendapatkan jaminan bahwa pemasangan/ penyambungan / penempatan R
perangkat dan sistem tidak mengganggu perangkat dan s1stem yang sudah

- . ada pada wajib pajak; dan -

- mendapatkan perbaikan perangkat dan sistem yang rusak atau tldak
' berfungm/beropera51 yang msebabkan bukan karena perbuat.an atau

N kesalahan wa_nb pajak. '
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a.

Bagian K(_adua _
- Kewajiban Wajib Pajak
gl Pasal 14

iWa_ub pajak atau penanggung pa_]ak berkewa_uban

memberikan informasi mengena1 merk/type smtem mformasx data .

Co transaksz jumlah perangkat -dan sistem, serta informasi " lain yang

c.

N atau tidak berfungm/ beroperaSL

berkaxtan dengan sistem data transakm pembayaran yang dlmililu wa_ub- -
pajals . .

. menerima Janngan untuk sistem pelaporan secara on-hne yang dﬂakukan -

oleh SKPD; | : | |
B membenkan kemudahan kepada SKPD dalam - melaksanakan sistem
pelaporan secara on-line sepert mengmstal/memasang/menghubungkan. N
| _ perangkat dan sistém pelaporan secara on—lme di tempat usaha wajib pajak;

melaksanakan pemasukan data secara akurat untuk setxap transaks.l
pembayaran yang dilakukan oleh masyaralmt/ subj ek pajak;

. men_]aga dan memelihara dengan baik perangkat dan s1stem yang-
' d1tempatkan/d1hubungkan oleh SKPD; dan ‘

melaporkan dalam jangka waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam
kepada SKPD apabﬂa perangkat dan/atau s1stem mengalaml kerusakan ,

, BAB viI -
LARANGAN

Pasal 15

Waijib pajak dilarang. . : : .
a. menghancurkan merusak, atau membuat ﬁdak berfungsx/beroperasmya

menghilangkan sebaglan atau seluruh perangkat dan sistem yang telah.

 terpasang;

mengguna.kan perangkat, atau mstem selain yang telah ditetapkan, atau

disetujui oleh SKPD;
mengubah data, perangkat, dan smtem dengan cara dan dalam bentuk -

apapun tanpa persetujuan dari SKPD; dan/atau

| menga.hhkan perangkat dan mstem kepada pihak lam tanpa seizin SKPD. e
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Pasal 16
Selam hakdan kewagiban sebaga:mana dimaksud-dalam Pasal 13 dan Pasal 14
_ segala ketentuan mengenm pemasangan perangkat dan sxstem mformam pa_}ak ‘
daerah akan d1atur dalam pexjanjlan ‘antara kepala SKPD dengan wa_ub pa_;ak E

BAB VIII
' PENGAWASAN

Pasal 17 ‘
: SKPD melakukan pengawasan atas penggunaan perangkat dan penerapan -
N sistem mfoma31 pelaporan data transakm usaha Wajlb pajak secara on-line. '

PASALD( :
PENUTUP

_ . ‘ ‘Pasal 18
Pemturan Walikota ini muIa1 berlaku pada tanggal dmndangkan

. Agar sehap orang mengetahumya, memenntahkan pengundangan Peraturan
_Wahkota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Smgkawang

Ditebépl‘{an d1 Smgkawang |
pada tanggal 30 November 2016
- WALIKOTA SINGKAWANG
| - AWANG ISHAK -
‘ Diuntiangkag‘di_ Smgkawang ) | |
pada tanggal 30 November 2016
 SEKRETARIS DAERAH KOTA SINGKAWANG, "
Ted
SYECH BANDAR
BERITA DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2016 NOMOR 73"

~ Untuk salman sesuai dengan ashnya
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